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ABSTRAK 

Theresia Eourilya Hosana. 2021014. Tuntutan Kepailitan Terkait 

Wanprestasi Dalam Kontrak Proyek Pengadaan Dan Penjualan Kartu 

Perdana Prabayar PT.Telekomunikasi Seluler Analisis Putusan Peninjauan 

Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013. 2024. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar. Dibimbing Oleh Dr. Andi Zulkarnain, 

S.H., M.H selaku pembimbing I dan Paulus Tiku Taru Padang, S.H., M.S selaku 

pembimbing II. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kasus 

dengan pendekatan perundang-undangan, teori, konsep dan doktrin. Data yang 

digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, 

tersier. 

Hasil penelitian ini Merujuk pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU, kreditur dapat menggugat pailit seorang debitur. Syaratnya, 

ada satu hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar, debitur memiliki dua 

kreditur atau lebih, dan pembuktiannya sederhana. Dikarenakan itu sama hal ituì 

dapat dilihat dalam kasus posisi diatas dengan kasus PT. Prima Jaya Informatika 

terhadap PT. Telekomunikasi Seluler dimana sudah memenuhi unsur dalam 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 teìntang Kepailitan dan PKPU, dimana PT. 

Prima Jaya Informatika telah mengajukan somasi tetapi tidak ada itikad baik yang 

mengakitkan adanya utang yang dapat ditagih dan menjadikan PT. Telekomunikasi 

Seluler sebagai Debitur Pailit. Fee kurator seharusnya mencerminkan jasa yang 

diberikan dan tidak membebani debitur atau kreditur secara tidak wajar. Jika fee 

melebihi tuntutan pailit, maka ini berarti sebagian besar harta pailit akan habis 

hanya untuk membayar fee kurator, sementara kreditur lainnya tidak mendapatkan 

bagian yang adil. tidak benar jika memakai dasar hukum baru Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 atas penetapan biaya fee kurator atas Putusan 

Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013 sudah jelas tidak sesuai dengan asas 

non-retroaktif yang berlaku yang memakai peraturan hukum baru atas peristiwa 

yang sedang berlangsung. 

Kata Kunci: Kepailitan, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

ABSTRACT 

Theresia Eourilya Hosana. 2021014. Bankruptcy Claim Related to 

Breach of Contract in Procurement and Prepaid Card Sales Project of PT. 

Telekomunikasi Seluler Analysis of  Review Decision Number. 30 

PK/PDT.SUS/2013. 2024. Thesis. Department of Law, Faculty of Law, Atma Jaya 

University Makassar. Supervised by Dr. Andi Zulkarnain, S.H, M.H as the first 

supervisor and Paulus Tiku Taru Padang, S.H., M.S as the second supervisor.  
This research is a normative legal research through a case study with a statutory, 

theoretical, conceptual, and doctrinal approach. The data used is secondary data 

consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.  

The results of this study refer to Law Number 37 of 2004 concerning 

Bankruptcy and PKPU (Suspension of payment or postponement of debt payment 

obligations). A creditor can sue a debtor for bankruptcy if there is one debt that has 

matured and is payable, the debtor has two or more creditors, and the proof is simple. 

In the case of PT. Prima Jaya Informatika and PT. Telekomunikasi Seluler, the same 

situation can be seen, where PT. Prima Jaya Informatika has met all the 

requirements in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, 

meaning that PT. Prima Jaya Informatika is eligible to sue. Meanwhile, PT. 

Telekomunikasi Seluler as the debtor still owes a certain amount of money. The fee 

for the curator should reflect the services provided and not burden the debtor or 

creditor unreasonably. If the fee exceeds the bankruptcy claim, it means that most 

of the debtor's assets will be used only to pay the curator's fee, while other creditors 

will not get a fair share. It is not correct to use the new regulation of the Minister of 

Law and Human Rights Number 1 of 2013 regarding the determination of the 

curator's fee on the Review Decision Number 30 PK/PDT.SUS/2013, as it is clearly 

not in accordance with the non-retroactive principle which applies the new 

regulation to ongoing cases. 

Keywords: Bankruptcy, Breach of Contract, Judicial Consideration 
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